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1. Surat perjanjian kerja ini dapat diperpanjang uncuk jangka waktu terentu atas
persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan baltwa rencana perpanjangan atau
tidak dari surat perjanjion kera ins akan diberitshukan olch pihak pertama kepada
ik kedua paling lambat satu bulan sebelum berakhimya surat perjnjian ketja in.
Jika surat perjanian ini tidak diperpanjang dan pihak kedus tidak dipekerjakan lagi
poda_ perusahaan pihsk pertama maka schagal penghargaan pihak pertama akan
memberikan uang pesangon scbesar satu bulan gaj ditambah funjangan yang.
diberikan perusahaan.
3. Jika surat ini diperpanjang. maks ketentuan pada Pasal () syt dua (2) tidak
berlaku.

PASAL 6

1) Dalam hal timbulnya. persengketsan okibat adanya perjanjian ini, maka akan
disclesaikandengan musyawaroh. Apabila setclah musyawaroh fidak dapat
penyelesaian, maka persoalannya akan diselesaikan ke Panitia Penyelesaian Dacrah
(P4D) dan yang bersangkutan akan mendapat keputusan,

PASAL7

1. Perusahaan akan memberikan porsi pemotongan upah bagi masing-masing karyawan
yang telah ditentukan besarnya apabila baran di toko ditemukan banyak Nota
Barang Hilang (NBH) yang akan dipotong langsung tiap bulan secara otomatis
sctisp pencrimaan upah yang ditrima karyawan

. Apabila Nota Barang Hilang (NBH) tidak ada di masing-masing toko Karyawan,
maka karyawan tidak akan mengalami potongan upah sccara otomatis dan gai akan
iterima sesuai yan telah disebutkan diawal masuk kerja

PASALS

1. Demikian surat perjanjian ini dibuat, disetuju, dan ditands tangani oleh kedua belah
pihak setelah dibaca dan dimengert akan isinya dan dipergunskan dimana dan
bilamana diperlukan.

Dibuat
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Pibak Kedua o
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ABSTRAK

Tujuan utama manusia bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan yang layak demi menghidupi dirinya dan keluarganya. Sebuah perusahaan pasti membutuhkan Tenaga Kerja demi berjalannya bisnis yang dijalankan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan baik perusahaan dan pekerja pastilah membutuhkan perjanjian kerja antara perusahaan dan Tenaga Kerja yang isinya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mempunyai sanksi untuk tenagakerjanya yaitu Pemotongan upah dengan dasar selisih Nota Barang Hilang yang belum tentu Pekerja yang melakukan kesalahan sangatlah tidak adil dan Pekerja tidak bisa menghindari klausula pemotongan gaji akibat dari perjanjian kerja yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak mau tau atas segala kehilangan wajib ditanggung oleh Pekerja.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode pendekatan ini mengfokuskan pada pendekatan norma atau aturan yuridis seperti halnya peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya. Pada pendekatan ini lebih sering digunakan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan juga pengupahan serta akan menggunakan sdikit data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan survey yang akan digunakan untuk meninnjau dan mengalisis hasil penelitian.

Hasil Penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan mengenai pemotongan upah berdasarkan minus selisih Nota Barang Hilang berdasarkan pada perjanjian kerjanya. Kemudian dijelasakan juga tentang perlindungan Tenaga Kerja akibat Nota Barang Hilang di perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Kata Kunci : Hak Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Abstract
The main purpose of people work is to earn a decent income to support themselves and their families. A company definitely needs employees to run their business. In order to be able to carry out any job, both the company and the employees must have a labor contract between the company and their employee, including the rights and obligations between them. PT Sumber Alfatia Triyajaya Tbk has penalty for their employees for waged defuctions based on the differences in loss reports. This does not necessarily mean that the employees who made the mistake, however it is still unfair because as a result the employee couldn’t avoid the wage deduction clause. In the company contract it states that the company doesn’t want to have anything to do with lossess, meanwhile the employees had to bear with it. The approach method used in their research is the notative juridical method, this approach method focuses on the normative approach or juridical rules such as laws and regulations. This approach uses more of secondary data in the form of employment contract and wage regulations. The notative juridical moment uses a small amount of primary data that is obtained through interviews and surveys that will be used to review and analyze research results. The result of research in writing the law will explain wage deductions based on the difference in lost property under construction agreements. Then, it was also explained abouf the protection of employees due to the noted for the company, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Keywords: Labor Right, Nota Barang Hilang, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia memiliki kebutuhan yang beranekaragam, dalam rangka memenuhi kebutuhan terkhusus kebutuhan finansial manusia memiliki kelebihan untuk bisa bekerja. Pekerjaan bisa dilakukan sendiri maupun bekerja kepada orang lain, Pekerjaan yang dilakukan sendiri merupakan usaha,modal dan tanggung jawab sendiri, sementara bekerja kepada orang lain yakni bekerja dengan bergabung untuk bekerja pada perusahaan atau orang lain demi mendapatkan imbalan berupa upah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Hukum Ketenagakerjaan tidak bisa meregulasi pada orang yang mendirikan usaha sendiri atau bekerja mandiri melainkan meregulasi orang yang bekerja untuk perusahaan atau kerja untuk orang lain. 

Di Indonesia dalam era reformasi ini, globalisasi dan informasi telah melahirkan banyak usaha yang bergerak di macam-macam bidang, industri dan usaha lainnya, Menjadikan persaingan usaha semakin ketat. Setiap lini perusahaan dalam menaggapi dan menyikapi hal tersebut, perusahaan menginisiasikan beberapa hal yang sekiranya mendukung dalam memproduksi barang untuk lebih baik dan berkualitas lagi sehingga tujuan daripada usaha tersebut tercapai. Dalam mencapai tujuan jalannya perusahaan, pengusaha harus mengoptimalkan buruh atau pekerjanya dalam meningkatkan keproduktifan pekerja. Banyaknya buruh atau pekerja di Indonesia per Februari 2021 mencapai 139,81 Juta jiwa yang berarti jumlahnya hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia, maka mereka memiliki arti penting  yang baik untuk masyarakat, perusahaan maupun pemerintah, maka dari itu haruslah bagi Tenaga Kerja mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dilaksanakan dalam bentuk materi yakni kesejahteraan maupun dalam bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja maupun regulasi yang melindungi Tenaga Kerja, oleh karena itu hal yang dirasa sangat penting dengan tujuan Tenaga Kerja bisa mendapatkan keselamatan, Kesehatan maupun hak-hak yang melekat didalam Tenaga Kerja menjalankan pekerjaan.

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan merupakan spesies dari genus hukum pada umumnya. Dalam buku Iman Soepomo, disebutkan mengenai definisi hukum perburuhan antara lain menurut Molennar yakni Arbeidstrecht atau Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum yang meregulasi  hubungan antara buruh kepada majikan, buruh ke buruh dan buruh kepada penguasa. M.G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum perburuhan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang melekat dengan hubungan kerja. Iman Soepomo memberikan pengertian Hukum Perburuhan sebagai sekumpulan peraturan, tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan peristiwa dimana seseorang bekerja untuk orang lain dan dibayar dengan bentuk uang sebagai upah.
 

Hukum Ketenagakerjaan secara spesifik memiliki sifat yakni lingkup Hukum Privat atau hukum yang mengantur hubungan satu orang dengan orang lain dan menitikberatkan kepentingan pribadi atau perseorangan. Kajian hukum tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak memungkinkan untuk dipisahkan maka dari itu Hukum Ketenagakerjaan termasuk ke dalam hukum fungsional yang berarti mengandung bidang hukum lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Sesuai dengan ketentuan ayat (3) “buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1603 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata berbunyi “Siburuh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya. Sekadar tentang sifat serta luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.” yang berarti  kewajiban buruh melakukan pekerjaan  berdasar dengan kemampuan terbaiknya, kewajiban untuk tidak memindahtangankan pekerjaannya kepada ke orang lain atau pihak ketiga tanpa adanya izin dari pengusaha dan taat kepada aturan-aturan untuk pekerjaan dan tata tertib. 

Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Pekerja secara umum bisa diklasifikasikan menjadi kesalahan berat dan kesalahan ringan. Kesalahan ringan dapat atau terlebih diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan dengan teguran tertulis atau lisan. Kesalahan berat contohnya Pekerja melakukan kesalahan sehingga pengusaha sangat dirugikan dan bisa menyebabkan kerugian besar dan menghambat kelangsungan perusahaan.

Ditinjau dari sifatnya, hukum ketenagakerjaan memiliki dua sifat yakni bisa bersifat privat dan publik. Privat karena dapat mengatur hubungan antara perseorangan atau bisa disebut perjanjian kerja. Publik karena pemerintah ikut andil dalam segala masalah ketenagakerjaan yang muncul serta adanya hukuman atau sanksi pidana dalam peraturan Hukum Ketenagakerjaan. 

Tenaga Kerja dirasa wajib untuk dilindungi oleh negara melalui pemerintah, bentuk perlindungan yang diberikan negara melalui pemerintah adalah membuat peraturan yang melindungi dan mengikat Pekerja serta pengusaha, membina dan mengawasi segala proses hubungan industrial.
 

Permasalahan yang sering muncul di dunia ketenagakerjaan paling banyak adalah tentang pemenuhan hak-hak pekerja, oleh karena itu tidaklah dibenarkan, konflik kepentingan pengusaha dan Tenaga Kerja. Pengusaha wajib memberi imbalan berupa upah berupa uang yang layak untuk Pekerjanya, maka dari itu pemerintah wajib untuk mengatur segala yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan ditujukan dengan tujuan seluruh Tenaga Kerja untuk mendapatkan haknya dengan benar. Latar belakang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikarenakan beberapa peraturan perundangan yang masih berlaku selama ini merupakan bagian produk peninggalan kolonial yang menempatkan Tenaga Kerja pada posisi yang tidak memihak atau menguntungkan dalam sistem industrial dan kedudukan kepetingan, sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman saat ini dan yang akan datang. 

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut pemerintah diwajibkan untuk ikut andil dalam memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja yang ditujukan untuk: Menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi, Pemenuhan Hak-hak pekerja tanpa ada penyelewengan dari perusahaan atau instansi tempat buruh atau pekerja melakukan kegiatan kerja. Perlindungan terhadap Tenaga Kerja bisa dilakukan baik dan benar dengan cara memberikan tugas, insentif atau santunan dengan cara meningkatkan hak asasi serta perlindungan sosial dan dari norma yang berlaku di negara ini.
  


Menurut Soepomo, perlindungan terhadap buruh atau pekerja yakni Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan terhadap Tenaga Kerja berhak mendapatkan upah setimpal terlebih jika Tenaga Kerja tidak sanggup bekerja diluar kehendaknya atau keterampilannya, Perlindungan sosial adalah perlindungan pekerja dalam bentuk JKK atau Jaminan Kesehatan Kerja dan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan Perlindungan teknis terhadap pekerja dalam bentuk keselamatan atau kemanan dalam bekerja.

Iman Soepomo dikutip dari Asri Wijayanti mengatakan bahwa pemberian perlindungan kerja terdapat lima bidang hukum perburuhan yaitu: Penempatan atau Pengarahan Tenaga Kerja, Hubungan kerja, Bidang Kesehatan Kerja, Bidang keamanan kerja dan Bidang jaminan sosial buruh.
 Perlindungan hukum pasti terkait oleh peran maupun fungsi hukum sebagai pelindung, pengatur kepentingan di dalam masyarakat, peran dari hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan mengatur serta menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat terkhusus buruh atau pekerja. 

Menurut Philipus M Hadjon hukum perburuhan atau Ketenagakerjaan merupakan Disiplin Fungsional karena memiliki karakter dari sifat campuran yakni hukum publik dan hukum privat.
 Hukum privat diberikan dari perusahaan dengan Tenaga Kerja adalah hubungan kerja. Hukum Ketenagakerjaan juga memiliki karakter hukum publik dimana hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja haruslah ada campur tangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pekerja.

Berdasar Pasal 1 Angka (30) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.” Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk membayarkan upah atau gaji pekerjanya, adapun komponen upah berdasar Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan terdiri : “a) Upah tanpa tunjangan, b) Upah pokok dan tunjangan tetap, c) Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, atau d) Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.” Dengan berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh atau pekerja memiliki payung hukum yang tegas dan jelas mengenai hak yang didapatkan atas pekerjaan buruh sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang ketenagakerjaan.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Pasal 1 angka (1) menyebutkan: “Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh baik dari perusahaan maupun dari luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya”.

 Penggunaan hak atas kebebasan berserikat dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan. Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Pembentukan Serikat Pekerja harus dilakukan secara demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab tanpa campur tangan atau pengaruh pihak manapun.
 

Pembentukan organisasi Serikat Pekerja dalam diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh atau Serikat Pekerja yang berbunyi : “(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.” Perusahaan wajib memiliki aturan tertulis untuk kepastian dalam menjalankan keberlangsungan perusahannya antara pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.

 Bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja maka wajib membuat PKB yang merupakan singkatan dari Perjanjian Kerja Bersama. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

“Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. yang berarti setiap orang yang menjadi Tenaga Kerja wajiblah bagi perusahaan untuk memberikan imbalan atau upah yang layak dan bisa mensejahterakan bagi Tenaga Kerja itu sendiri. Dalam hukum ketenagakerjaan, menurut Iman Soepomo Hubungan Kerja adalah hubungan antara seorang Tenaga Kerja dengan seorang Majikan atau Pengusaha dimana hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja atau Perjanjian Kerja antara kedua belah pihak. Tenaga Kerja dan Pengusaha terikat dalam suatu perjanjian dimana satu pihak Pekerja bersedia berkerja dengan menerima imbalan berupa upah dan pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja dengan memberikan imbalan atau upah berupa uang.  

Sebelum Tenaga Kerja memulai pekerjaannya, dilaksanakan perjanjian kerja antara Tenaga Kerja dengan pemberi kerja. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan, menurut Pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan, “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pemberi kerja dan pekerja juga berisikan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pekerja atau buruh seharusnya mendapatkan imbalan yang selakyaknya didapatkan tetapi permasalahan yang banyak terjadi adalah pemotongan upah akibat barang hilang, baik yang diakibatkan kelalaian Pekerja atau pihak lain. 

Pemotongan upah Pekerja akibat barang hilang apakah sejalan dengan regulasi dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut sesuai atau tidak. Karena cita-cita negara adalah memakmurkan seluruh rakyatnya tidak dilihat dari apakah Pekerja atau bukan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Sebab utama perselisihan perburuhan dengan pengusaha didominasi oleh masalah upah, permasalahan lainnya terjadi namun hanya sebagian kecil. Permasalahan upah terjadi karena upaya pengusaha mensejahterakan pekerja melalui kenaikan upah baik tanpa pandang bulu atau tidak dirasa banyak mengalami masalah karena dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan yang membayar pekerjannya dibawah angka yang diatur oleh pemerintah dan banyaknya praktek pemotongan upah yang tidak adil. Landasan hubungan Pekerja dengan pengusaha di Indonesia yang disebut Hubungan Industrial Pancasila atau HIP menekankan pada gagasan kemitraan yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha.
Besarnya perhatian dari pemerintah terhadap pengupahan, pemerintah mengeluarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni “(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.” 

Apabila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian yang tepat dari pemerintah, hal ini dapat membahayakan kondisi kerja di perusahaan dan berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di negara tersebut, Terlebih jika masalah upah beruntun bisa berdampak secara global yaitu pengaruh kepada atensi investor asing yang akan berinvestasi dengan cara menanamkan modalnya di Indonesia berpotensi kurang dari target yang akan dicapai.

Upah memiliki peran yang penting dan bisa dikatakan sebagai suatu hubungan kerja bahkan menjadi tujuan utama dari seseorang bekerja dan menjadi pekerja atau buruh demi menghidupi pribadi maupun keluarganya. Karena itu pemerintah wajiblah ikut andil dalam menangani masalah pengupahan lewat berbagai protokol kebijakan yang dituangkan dalam. Undang-undang atau regulasi yang ada. Seluruh Pekerja tanpa terkecuali wajib berhak memperoleh pendapatan atau penghasilan yang layak bagi seluruh umat manusia. 

Demi mewujudkan pendapatan yang dinilai layak, pemangku kebijakan atau pemerintah menetapkan perlindungan kepada Pekerja dengan cara  membuat aturan pengupahan bagi Pekerja. Perwujudan pendapatan atau penghasilan yang dinilai layak dilakukan pemerintah lewat penetapan upah minumum atas dasar kebutuhan yang layak. Regulasi tentang pengupahan dapat ditetapkan dengan dasar kesepakatan antara perusahaan dengan Pekerja.

Ada anggapan bahwa upah bagi buruh atau pekerja seringkali menjadi penghasilan utama atau bekal hidup bagi dirinya dan keluarga dari Pekerja. Maka dari itu karena itu, pemangku kebijakan atau pemerintah berkewajiban untuk meregulasi pengupahan demi melindungi Pekerja dan Pekerja di istilahkan sebagai jaminan bahwa pendapatan atau upah akan benar-benar diberikan atau dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan peraturan yang ada . Di bidang pengupahan, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menjamin bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Alfamart adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan memulai usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, Alfamart memasuki sektor mini market dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Hingga saat ini Alfamart merupakan perusahaan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK, sebuah perusahaan waralaba swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Awalnya, nama Alfamart sendiri adalah Alfa Minimarket sebagai perusahaan perdagangan berbagai produk Djoko Susanto dan keluarganya dan pertama kali beroperasi di Karawaci, Tangerang, Banten. Perkembangan Alfamart akan sangat pesat meskipun terdapat banyak pesaing penting seperti Alfamidi, Alfa Express, Indomart dan Omi. Alfamart memiliki sekitar 14.300 titik penjualan di beberapa kota besar di Indonesia, bahkan di pedesaan. 

Di dunia retail, khususnya Alfamart, termasuk perusahaan yang banyak mempekerjakan Tenaga Kerja baru, sepertinya merupakan pencapaian yang baik bagi perusahaan untuk merekrut Tenaga Kerja baru sehingga setidaknya bisa menurunkan angka pengangguran. laba saat ini yang diatribusikan untuk pemilik induk perusahaan, yang juga dikenal sebagai laba bersih AMRT, juga meningkat 23,20% year-on-year, dari 400,36 miliar rupiah pada semester pertama 2019. Pada semester I 2020 sebesar Rp 493,25 miliar.

Tidak ada perselisihan atau pelanggaran kontrak antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Waralaba. Namun, dalam hal terjadi perselisihan atau wanprestasi, hal itu akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun, disamping itu pada akhir bulan setelah gajian banyak informasi tentang Pekerja berhenti kerja, dan angka resign atau berhenti bekerja yang naik signifikan adalah pada saaat momen setelah pemberian tunjangan hari raya lebaran, bonus, atau momen pergantian tahun atau bonus tahun baru. Hal ini bisa terjadi karena terdapat  sistem yang diterapkan oleh perusahaan yang dirasa tidak menguntungkan Pekerja, yaitu terdapat pemotongan upah atau gaji dari Pekerja sebagai pengganti defisit atau kurangnya selisih barang perusahaan karena terjadi minus  setelah dilakukannya Stock Of Name atau yang selanjutnya disebut dengan (SO) yang dilakukan setiap bulannya. 

Pemotongan selisih minus dari barang yang hilang disebut sebagai Nota Barang Hilang atau yang selanjutnya disebut NBH. NBH merupakan beban kehilangan dari satu atau lebih barang di gerai yang diakumulasi setelah dilakukan Stock Opname yakni penentuan selisih persediaan barang fisik dengan persediaan barang yang terdapat didalam komputer. 

Pada wawancara yang telah dilakukan penulis, narasumber yakni pegawai Alfamart menuturkan bahwa ganti rugi dari Nota Barang Hilang yang dijatuhkan kepada Pekerja dirasa sangat membebani karena banyaknya barang yang hilang perhari nya di gerai Alfamart dimana narasumber bekerja. Jumlah denda akibat dari Nota Barang Hilang bisa sampai lebih dari separuh gaji yang diberikan sehingga denda dari Nota Barang Hilang yang dibebankan dapat dianggap melanggar dari pengaturan pengupahan yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan. Sebagai contoh salah satu narasumber yang bekerja di salah satu gerai Alfamart Kabupaten Sukoharjo menuturkan bahwa pernah dalam suatu hari denda Nota Barang Hilang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dimana angka tersebut untuk Upah Minimum Regional Kabupaten Sukoharjo adalah Rp 1.998.153,18 .

Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja sampai saat ini pun belum bisa direalisasikan sepenuhnya, terdapat hambatan atau permasalahan yang masih terjadi yakni: Faktor budaya, perusahaan dan Pekerja pastilah termasuk dalam faktor ini karena kedua pihak memiliki peranan harus sama sama melindungi kepentingan antar pihak, tingkat kesadaran pekerja untuk melaksanakan kewajibannya masih terbilang rendah dan penegak hukum dirasa masih belum dapat melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh seperti adanya masalah yang timbul maka penyelesaiannya sering tidak mencerminkan adanya keadilan terutama bagi Pekerja, Faktor Regulasi, meskipun sudah banyak peraturan yang meregulasi hubungan ketenagakerjaan masih banyak temuan celah untuk melakukan pelanggaran dalam penerapannya, Kemampuan dari pihak perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja masih saja ditemukan kekurangan contohnya kemampuan finansial yang belum mengikutsertakan Pekerja kedalam program pemerintah yakni Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atau BPJS. 

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Ketentuan Perjanjian Kerja yang memuat klausula nota barang hilang (NBH) sebagai penganti upah di gerai ritel Alfamart? 
Bagaimana perlindungan hukum menurut Undang-undang ketenagakerjaan terkait dengan substansi perjanjian kerja yang memuat klausula pemotongan upah akibat Nota Barang Hilang (NBH)?

TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui Ketentuan Perjanjian Kerja yang memuat klausula Nota Barang Hilang (NBH) sebagai penganti upah di gerai ritel Alfamart.

Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut Undang-undang ketenagakerjaan terkait dengan substansi perjanjian kerja yang memuat klausula pemotongan upah akibat Nota Barang Hilang (NBH). 

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis.

Untuk menambah ilmu penulis dan pembaca tentang pentingnya keadilan hukum bagi semua umat manusia. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, serta dapat memberikan gambaran tentang implementasi teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Manfaat Praktis.

Sebagai pelaku bisnis dimanapun perusahaan itu berada, khususnya Alfamart untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan berbisnis yang tidak merugikan Pekerja dan agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia agar dalam setiap kegiatan bisnisnya tidak melanggar regulasi yang sudah ada.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa penulisan hukum yang mengacu pada Buku Panduan penulisan hukum penulisan hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan umum (menyesuaikan berdasarkan fakta atau kasus yang sedang diteliti).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisi uraian yang menjawab dan membahas permasalahan yang diteliti.

Bab IV Penutup

Bab IV berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta berisi saran atau rekomendasi yang dapat berguna bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan


Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Penelitian hukum adalah penelitian atau proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.


Metode pendekatan Yuridis Normatif ini memfokuskan pada pendekatan norma atau aturan yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya. Pada pendekatan ini, lebih sering digunakan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat sarjana ataupun teori-teori dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Dalam pendekatan ini, akan digunakan berbagai peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan juga pengupahan yang akan digunakan untuk meninnjau dan mengalisis hasil penelitian.  

Spesifikasi Penelitian


Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini akan bersifat Deskriptif Analitis yang merupakan upaya untuk memberikan gambaran bagaimana suatu hukum akan diterapkan. Dalam hal ini adalah bagaimanakah urgensi perlindungan terhadap pengupahan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. 


Dalam penulisan hukum ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana praktek pemotongan upah yang diakibatkan oleh minus selisih Nota Barang Hilang yang dibebankan kepada Pekerja Alfamart dan solusinya berdasarkan Peraturan tentang Pegupahan dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. 
Menurut Soerjono Soekanto penelitian data sekunder mencakup bahan hukum primer  skunder, tersier

Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari : 

Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51/MEN/IV/2004
Surat Keputusan Gubernur (SK) Np. 561/39 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah

Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mengalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa : Rancangan peraturan perundangan, peraturan perundangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil-hasil penelitian, Jurnal dan lain sebagainya. 

Bahan Hukum Tersier 

Berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya : kamus hukum, indeks, dan bibliografi. 

Sumber Data Primer

Data yang didapat melalui wawancara atau interview kepada Pekerja  Alfamart yang berkaitan dengan Hak dan Potongan pengupahan akibat Nota Barang Hilang (NBH).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data sekunder.

Wawancara atau Kuesioner

Wawancara dengan tenaga kesehatan di gerai Alfamart atau menggunaka cara pengumpulan data dengan memberikan seperrangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana dalam metode ini data yang telah terkumpul akan dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan kesimpulan akhir yang kemudian dituangkan kedalam penulisan hukum. Data-data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis juga akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pentingnya perlindungan pengupahan bagi Pekerja atau Buruh di Alfamart yang terkena denda yang diakibatkan oleh minus selisih Nota Barang Hilang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah kerja. Menurut Soetikno ”Hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah atau pimpinan orang lain atau mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.”
 dan Professor Iman Soepomo, SH. “Hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun himpunan tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang pekerja pada orang lain dengan orang lain dan menerima upah.”
Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan
Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berdasarkan teori Logemann lingkup berlakunya hukum dimana hukum itu berlaku. Lingkup berlakunya hukum ada 4 yaitu : a) Lingkup berlaku pribadi yang berkaitan dengan pengaturan siapa atau apa jika dikaitkan ke dalam lingkup ketenagakerjaan yakni : Buruh-pribadi kodrati, Pengusaha - pribadi hukum, Pemerintah-jabatan. b) Lingkup waktu yakni menunjukan kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaedah hukum yakni : Sebelum hubungan kerja, Saat hubungan kerja, Sesudah hubungan kerja. c) Lingkup berlaku wilayah yakni wilayah terjadinya suatu peristiwa hukum yang dibatasi oleh kaidah hukum yaitu : Regional dan Nasional yang keduanya bisa sektoral atau non-sektoral. d) Lingkup berlaku yaitu ihwal yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi objek pengaturan dari suatu kaedah yang dapat dijabarkan meliputi : Pengarahan dan pendayagunaan tenaga kerja, Hubungan kerja, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), PHK dan PPHI
Fungsi Hukum Ketenagakerjaan


Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif, hukum imperatif memiliki arti hukum memaksa sementara hukum fakultatif memiliki arti hukum tambahan. Sebagian hukum Ketenagakerjaan bersifat imperatif yang dimana kenyataan ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum Ketenagakerjaan yaitu : 1) Untuk melindungi Tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para Tenaga kerja sebagai pihak yang lemah, 2) Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan
Unsur-unsur hukum Ketenagakerjaan setidaknya memiliki unsur : a) Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis, b) Berkenaan dengan suatu kejadian/peristira, c) Seseorang bekerja pada orang lain, dan d) adanya Upah
Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja
Hak dan kewajiban Tenaga Kerja di Indonesia  

Hak Tenaga Kerja
Hak dan kewajiban Tenaga Kerja dalam Undang-undang ketenagakerjaan berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan melalui peraturan perundangan hak-hak Tenaga Kerja meliputi:

Pekerja atau Buruh memiliki hak untuk menjadi anggota atau membentuk serikat buruh atau Tenaga Kerja. Pasal 1 angka (17) Undang-undang No. 13 tahun 2003 dan pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa:
 “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.”  

Pekerja secara individu diberikan perlindungan untuk bertindak secara kolektif untuk membela hak dan kepentingannya dan meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Agar tujuan ini dapat tercapai, Undang-undang memberikan peran penting kepada organisasi buruh.
 Hak atas menjalankan ibadah berdasarkan agamanya. Buruh atau Tenaga Kerja tidak boleh kehilangan haknya atas kewajiban untuk beribadah berdasarkan keyakinan agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundangan. Berdasar Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 pasal 6 ayat (4) yang menyatakan “Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.” 
Hak untuk menerima upah. Berdasar pada Pasal 82 dan 93 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menjadi asas yang  berlaku untuk semua Pekerja atau buruh terkecuali apabila Tenaga Kerja atau buruh yang bersangkutan tidak bisa melakukan pekerjaan yang bukan karena kesalahan yang dibuatnya. Regulasi ini bisa tidak bisa berlaku, dengan artian perusahaan wajib membayar upah dengan rincian dari pasal 82 dan 93 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yakni: 

Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
 “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”  dan “Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”
Pasal 93 ayat (1) dan (2) menyebutkan : (1) “Upah yang tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”, 
(2) “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:  
pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. b) pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. c) pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena: Menikah, Menikahkan anaknya, Mengkhitan anaknya, Membaptiskan anaknya, Istri melahirkan atau keguguran kandungan, Anggota keluarga dalam satu rumah tangga meninggal dunia, Suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. d) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. e) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. f) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. g) pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. h) pekerja/buruh melaksanakan tugas terikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha. i.) pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.” 

Buruh atau pekerja sakit sehingga tidak mampu untuk bekerja. Pekerja yang sakit haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Pengertian sakit disini tidak termasuk sakit dikarenakan kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja sudah ada regulasi khusus mengenai kecelakaan kerja yakni tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada umumnya buruh atau pekerja yang sakit berkepanjangan juga tercantum dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-undang No. 13  Tahun 2003 yakni:

 “(a) Untuk empat bulan pertama dibayar 100% dari upah, (b) untuk empat bulan kedua dibayar 75% dari upah, (c) untuk empat bulan ketiga dibayar 50% dari upah dan (d) untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakuka oleh perusahaan”.

 
Hak untuk dijamin kesehatannya. Sejak 1 Januari 2014 untuk mewujudkan amanah Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.  
Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
 “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasar dari perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi : Upah Minimum Provinsi (UMP) berlakunya diseluruh kabupaten atau kota dalam satu wilayah Provinsi; Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut JAMSOSTEK adalah salah satu bentuk upaya pemerintah kepada Tenaga Kerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang bisa dialami oleh Tenaga Kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja


Berdasar pada Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi : “(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja, b) moral dan kesusilaan dan, c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” tentang kesehatan kerja adalah salah satu hak pekerja atau buruh. Maka dari itu pengusaha wajib melaksanakan dengan sistematis dan integrasi dengan manajemen perusahaannya. Upaya jaminan kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi seluruh Tenaga Kerja untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, antara lain pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pengelolaan bahaya tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Dengan penjelasan diatas maksud dari tujuan kesehatan adalah : Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; Pekerja atau buruh dan orang disekitarnya terjamin kesehatannya; Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh; Menjamin produksi agar dipelihara dan digunakan secara aman dan berdaya guna.

Pekerja atau Buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 yang berbunyi “Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama”. 
Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja dijelaskan bahwa serikat pekerja, Konfederasi dan federasi buruh atau pekerja yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan memiliki kewaijban untuk membela, melindungi dan memperjuangkan kepentingan maupun hak serta  peningkatan kesejahteraan anggota dari serikat pekerja dan keluarganya. Maka dari itu perusahaan haruslah memberikan kesempatan bagi pengurus atau anggota serikat pekerja atau buruh dalam menjalankan kegiatan organisasi pekerja. 

Pekerja atau Buruh melakukan hak istirahat atau cuti 
Istirahat antara jam kerja, Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf A Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang berisi: “Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja”
Istirahat mingguan, Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi “Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu” .
Cuti tahunan, Berdasarkan pasal 79 ayat (2) huruf (c) yang berbunyi “cuti tahunan sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus” 
Istirahat Panjang, berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 51/MEN/IV/2004 yaitu:
 “1) Istirahat panjang adalah istirahat yang diberikan kepada pekerja/buruh selama masa kerja 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama. 2) Perusahaan yang sama adalah perusahaan yang berada dalam satu badan hukum. 3) Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi”. 

Pasal 3 yang mengatakan: “1) Pekerja/buruh yang melaksanakan hak istirahat panjang pada tahun ketujuh dan kedelapan, tidak berhak atas istirahat tahunan pada tahun tersebut. 2) Selama menjalankan hak istirahat panjang pekerja/buruh berhak atas upah penuh dan pada pelaksanaan istirahat panjang tahun kedelapan pekerja/buruh diberikan kompensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan gaji. 3) Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap.”

Kepmenakertrans No. 51/MEN/IV/2004, besaran gaji yang diterima Tenaga Kerja untuk tahun ketujuh dan kedelapan berbeda. Selama istirahat panjang tahun kedelapan, pekerja atau buruh berhak atas upah, kompensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan dari upah, sementara istirahat panjang tahun ketujuh pekerja atau buruh berhak atas upah penuh.

Hari Libur Resmi, berdasar Pasal 85 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ayat (1) menyatakan bahwa “Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi”. tetapi perusahaan dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan harus dijalankan secara terus menerus yaitu yang tercantum pada ayat (2) yang berisi “Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha” Pada keadaan lain berdasar dari kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerjanya di hari libur resmi tetapi pengusaha wajib membayar upah lembur sebagai pengganti libur resmi seperti yang tercantum pada ayat (3) yakni “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur”
Tinjauan Umum Tentang Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan 
Buruh: Undang-undang No 22 Tahun 1957, Pasal 1 ayat (1a)  “Buruh adalah barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”, Undang-undang nomor 13 tahun 2003, Pasal 1 angka (3)  “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Tenaga Kerja: Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 2 “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”.

Perusahaan: Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka (6) “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;” “Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”
Serikat Pekerja/buruh : Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 yang berbunyi : ”Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerj/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluargannya.”
Pengusaha: Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka (5)“Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri”, “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”, “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”
Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja
Pengertian Perjanjian Kerja.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang diadakan antara Tenaga Kerja dan Pemberi kerja, di mana mereka saling mengikat diri satu sama lain untuk bekerja sama, di mana buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh dengan baik pula, selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing. 

Jenis perjanjian kerja ada dua jenis yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4)  menyebutkan bahwa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.” dan Pasal 60 ayat (1) menyebutkan “Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.”  Syarat sahnya perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yakni:

 “a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

 
Empat syarat untuk Perjanjian Kerja yang valid bersifat kumulatif yang harus dipenuhi agar Perjanjian Kerja yang disepakati menjadi sah. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif yang berhubungan dengan subjek atau pihak dalam perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif yang berkaitan dengan pokok bahasan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan

 “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.” 


Syarat subyektif tidak bisa dipenuhi maka perjanjian yang telah diperjanjikan tersebut bisa dimintakan proses pembatalannya oleh Hakim. Jika syarat obyektif dari perjanjian yang telah diperjanjikan tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu bisa batal demi hukum atau kembali seperti keadaan semula yang belum ada perjanjian yang mengikat.

Ketentuan Perjanjian Kerja dalam hubungan ketenagakerjaan

Penerapan Perjanjian Kerja Ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” peristiwa pada saat kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan prestasi. Dan bahwa akan ada dua pihak dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari perjanjian yang tercantum dan pihak lain berhak atas kewajiban-kewajiban tersebut.
  

Dapat dijabarkan bahwa kedua belah pihak yang telah bersepakat wajib menerima prestasi dan saling memberi sebagai imbalannya. Bentuk dari kesepakatan masyarakat adalah Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja dengan pengusaha atau perusahaan. Berdasar pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka (14) : “Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Buruh atau Pekerja dengan Perusahaan atau Pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban dari para pihak.”

Perjanjian kerja dasarnya dimaksudkan untuk mengantisipasi atau menghindari timbul permasalahan dan mencegah terjadinya sengketa yang kemungkinan dapat timbul antara pihak pertama ataupun pihak kedua. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “ 1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dan 2) Perjanjian kerja yang sipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.” Dialam suatu Hubungan Kerja dimana pihak pertama merupakan perusahaan atau pemberi kerja dan pihak kedua adalah Tenaga Kerja. Didalam pembuatan naskah Perjanjian Kerja diwajibkan untuk memuat unsur dan syarat yang tercantum pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003: 

“Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a) Kesepakatan kedua belah pihak; b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan; d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Perjanjian Kerja agar Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum antara satu pihak dan pihak lain dan dapat mencakupi ketentuan mengenai pencatatan Perjanjian Kerja kepada pemerintah dan Disnaker setempat. 

Kerapnya timbul masalah dalam hubungan kerja, maka pemerintah harus mengambil peran dalam memfasilitasi hubungan kerja yang terjadi, oleh karena itu istilah Hubungan Industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa. Pelaksanaan Hubungan Industrial di perusahaan dipengaruhi dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaanya selalu menghadapi tantangan dan berpengaruh pada kondisi hubungan kerja yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja berpengaruh terhadap hubungan industrial. Tentang masalah Perjanjian Kerja yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban dari para pihak dan upaya-upaya perbaikan syarat kerja yang diatur dalam ketentuan yang normatif. 


Pada setiap perjanjian yang telah dibuat lebih dulu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan perjanjian yang telah dibuat sah dan bisa dipertanggungjawabkan atau memiliki kekuatan hukum.
 Dalam hukum perburuhan di Indonesia wajiblah dibedakan antara Hubungan kerja dan Hubungan Industrial, beberapa negara dengan sistem hukum Contiental Law dan Common Law membedakan antara hubungan hukum Perusahaan dengan Tenaga Kerja yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian kerja tertulis biasanya dibuat oleh pengusaha sehingga isinya menguntungkan pemberi kerja tetapi membebani Pekerja, perjanjian seperti ini disebut sebagai perjanjian baku. Dalam Hubungan Kerja terdapat hubungan hukum yang jelas yakni hukum privat karena hubungan kerja yang didasarkan oleh Perjanjian Kerja. 

Hubungan para pihak dalam hubungan ketenagakerjaan


Menurut Aloysius Uwiyono : “Hubungan konteks hukum Indonesia adalah hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat antara pekerja dan pengusaha”.
 Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah: "Hubungan hukum yang timbul antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki ciri-ciri adanya upah, adanya perintah dan adanya pekerjaan"


Menurut Iman Soepomo : “Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian di satu pihak buruh atau pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.”


Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Abdul Khakim, “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.”


Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hubungan kerja adalah adanya pekerjaan, adanya penugasan dan adanya upah. Hubungan kerja adalah suatu yang abstrak sedangkan Perjanjian kerja adalah sesuatu yang nyata dan konkrit. Dengan adanya Perjanjian Kerja, maka tercipta ikatan antara pemberi kerja dengan Tenaga Kerja, dengan kata lain ikatan melakui Perjanjian Kerja adalah Hubungan Kerja.

Syarat sah Perjanjian Kerja menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan: “Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak harus setuju atau sepakat hal-hal yang diperjanjikan, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah siapa-siapa saja yang bisa disebutkan sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang/badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tersebut, Adanya pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berakhirnya Perjanjian Kerja 
Berakhirnya hubungan kerja dalam kesepakatan kerja tertentu terdapat 2 kemungkinan yaitu karena:, Demi hukum yaitu karena berakhirnya waktu atau obyek yang diperjanjikan atau disepakati telah lampau. 
Pekerja meninggal dunia dengan pengecualian jika yang meninggal dunia pihak pengusaha, maka kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir bahkan suatu kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir walaupun pengusaha jatuh pailit.Sebenarnya dalam hal berakhir hubungan kerja, khususnya pada kesepakatan kerja untuk waktu tertentu, selain untuk 2 jenis seperti tersebut di atas ada 1 kemungkinan lagi cara berakhirnya hubungan kerja.


Hal ini ditentukan pada Pasal 16 ayat (1 dan 2), Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 05/MEN/1986 yang berbunyi bahwa:

 Ayat (1) : “Kesepakatan kerja untuk waktu tertentu berlangsung terus sampai saat berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja atau pada saat berakhirnya atau selesainya pekerjaan yang telah disepakati dalam kesempatan kerja, kecuali karena: Kesalahan berat akibat perbuatan pekerjaan, Kesalahan berat akibat perbuatan majikan  dan Alasan memaksa, Ayat (2) : “Apabila penggusaha atau pekerja ternyata mengakhiri kesepakatan kerja untuk waktu tertentu, sebelum waktunya berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja, pihak yang meghakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan memebayar kepada pihak lainya, kecuali bila putusnya hubungan kerja karena kesalahan berat atau alasan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, 19, 20.”
Maksud dari ketentuan Pasal tersebut di atas adalah bahwa baik pegusaha maupun pekerja manakala akan menghakiri atau memutuskan hubungan kerja dan ternyata waktu atau obyek yang telah mereka sepakati belum sampai atau berakhir, maka konsekuensinya pihak yang melakukan inisiatif untuk yang mengakhiri hubungan kerja tersebut, kepadanya diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, antara lain dengan membayar sejumlah ganti rugi sebesar upah pekerja sampi waktu atau sampai pekerjaannya sehausnya selesai. Kecuali bila berakhirnya hubungan kerja tersebut karena kesalahan berat atau alasan–alasan yang memaksa. 

Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan hak yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. Dalam hal buruh atau Tenaga Kerja meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja. 

Tinjauan Umum tentang Upah
Upah Minimum
Upah minimum menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021tentang Pengupahan adalah: “Upah minimum merupakan upah bulanan terandah yaitu : a) Upah tanpa tunjangan ; atau b) Upah pokok dan tunjangan tetap.” Upah minimum telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sistem regulasi sebelumnya, yaitu pengaturannya berdasarkan satuan hari menjadi satuan bulan. Oleh karena itu tidak ada lagi masalah upah bagi Tenaga Kerja yang menerima pembayaran bulanan pada hari libur dan hari libur resmi.
 Berikut pengaturan tentang upah minimum :

Menetapkan Upah Minimum Berdasarkan Peraturan Perundangan


Konsep penerapan penetapan upah minimum sebagaimana dimaksudkan menjadi pengaman agar upah Tenaga Kerja tidak terus turun akibat ketimpangan pasar kerja. Penetapan upah minimum tidak dijadikan sebagai upah standar di perusahaan tetapi upah terendah yang bersifat wajib dibayarkan oleh pengusaha. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penetapan upah minimum salah satunya adalah Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi: 

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu; (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a) rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau b) nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.” 

 
Dengan kebijakan upah minimum diharapkan Tenaga Kerja akan terserap dengan jumlah yang layak dari hasil kerjanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi buruh maupun keluargannya. Upah minimum terdiri dari upah berdasarkan provinsi maupun kabupaten dan upah minimum berdasar sektor  provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan upah minimum sekotarl dapat ditetapkan untuk kelompok bidang usaha dan pembagiannya berdasarkan klasifikasi bidang usaha di negara ini untuk kabupaten.kota,provinsi dan beberapa provinsi tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.


Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dilakukan penangguhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231/MEN/2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum terdapat dalam pasal 2 ayat (2) yaitu “Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum” Penangguhan tersebut ditunjukan untuk membebaskan perusahaan dari pemberlakuan upah minimum yang berlaku dalm jangka waktu tertentu. Setelah penangguhan upah berakhir, pemberi kerja yang menunda upah minimum diharuskan untuk menerapkan upah minimum yang berlaku saat itu, tetapi tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku saat penangguhan disetujui.
Upah Kerja Lembur

Seluruh perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, maksud dari waktu kerja menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah:

 “Upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja/buruh yang bersangkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 1 angka 30). 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi perkerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” 
BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Profil Alfamart

Alfamart merupakan brand minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Tahun 1989 menandai awal berdirinya Alfamart,
 dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarga yang mayoritas kepemilikan sahamnya kemudian dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Pada tahun 1994 Struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampoerna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo dengan pemengang saham PT. Alfa Retailindo, Tbk sebesar 51% dan PT. Lancar Distrindo sebesar 49%. PT. Alfa Minimart Utama (AMU) ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di Tangerang. PT.Alfa Retailindo Tbk. merestrukrurisasi kepemilikan sahamnya di Saham HM Sampoerna di Alfa Retailindo yang semula 54,4% dikurangi menjadi 23,4%. Di sisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap Djoko Susanto.

PT. Alfa Minimart Utama (AMU) didirikan pada tanggal 27 Juli 1999, Beringin Raya, Karawaci Tangerang.Pada tanggal 27 Juni 2002, PT.HM Sampoerna Tbk secara resmi serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfamart. 

Kepemilikan saham dialihkan ke PT Sumber Alfaria Trijaya, tbk dengan 70% pemegang saham PT HM. Sampoerna tbk dan PT. Sigmantara Alfindo 30%. Setelah itu, nama Alfa Minimart diubah menjadi Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2005, jumlah lokasi Alfamart bertambah pesat menjadi 1293 gerai hanya dalam kurun waktu enam tahun saja. Semua gerai berada di pulau Jawa. Pada tahun 2006 PT HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya sehingga struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfindo sebesar 60% dan PT Cakrawala Mulia Prima sebesar 40%. Mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Pada pertengahan tahun 2007 Alfamart merupakan jaringan minimarket peratma di Indonesia yang memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000. Jumlah gerai penjualan mencapai 2000 gerai dan masuk ke wilayah lampung pada awal tahun 2009 dan menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2009 dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3000 lokasi.


Visi dan Misi Alfamart: ”Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global”.
 dan misi : Memberikan kepuasan pelanggan/konsumen dengan fokus pada produk dan layanan berkualitas unggul, Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya dan selalu mempertahankan standar perilaku /etika bisnis yang tinggi, Ikut serta dalam pemembangunan negara dengan memupuk jiwa kewirausahaan  dan kemitraan usaha, Membantu organisasi global yang dapat diandalkan, sehat dan terus berkembang, memberikan manfaat bagi pelanggan, pemasok, Tenaga Kerja, pemegang saham, dan masyarakat luas.
Motto
”Belanja Puas, Harga Pas”

Budaya
1) Integritas yang tinggi. 2) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. 3) Kualitas & Produktivitas yang tertinggi. 

Struktur Organisasi Alfamart Banmati : 


Suatu gerai Alfamart tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pegawai didalamnya. Untuk itulah perlu adanya pegawai yang bertanggung jawab untuk mengelola, menjalankan sistem oprasional dan merawat gerai. Sistem oprasional gerai ditentukan dari kantor pusat untuk dikelola Tenaga Kerja yang berada di gerai tersebut. Tanggung jawab dan tugas Tenaga Kerja di cabang Alfamart Banmati dibedakan berdasarkan jabatan yang dicapai Tenaga Kerja, ada Tenaga Kerja yang memiliki jabatan dan tugasnya berbeda beda : 

Kepala Gerai atau Chief of Store (COS)


Pekerja yang bertanggung jawab atas seluruh implementasi program kerja operasional gerai dengan metode menjalankan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan atau target perusahaan yang telah ditetapkan dengan tujuan kepuasan konsumen. 



Tugas kepala gerai adalah koordinir seluruh personel toko demi meningkatkan penjualan dari kepuasan pelanggan dengan tugas : Mengkoordinir semua kegiatan oprasional gerai sesuai dengan prosedur dan ketentuan lain yang berlaku, Mengadakan evauasi terkait tentang pelaksanaan tugas operasional gerai setiap harinya, Berkoordinasi dengan koordinator area atau departemen lain mengenai masalah atau program tertentu yang terkait dengan Point Of Sale, mengkordinasi semua kegiatan dalam memberikan layanan kepada semua pelanggan yang bertujuan untuk kepuasan pelanggan yang betrujuan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan. demi kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di gerai, Koordinasi mengelola bawahan, Koordinasi dengan pejabat maupun lingkungan setempat, Memastikan pengoperasian dan pemeliharaan mesin penjual makanan dan minuman siap saji bekerja sesuai dengan fungsinya, Memastikan gerai, gudang, mess dan lingkungan sekitar bersih, Memastikan uang hasil penjualan disetor tepat waktu dan dalam jumlah, Memastikan bahwa penanggulangan, pencegahan kerusakan dan hilang ditetapkan sesuai dengan toleransi dan target yang telah ditetapkan, Mengawasi dan memastikan Stock Opname berjalan sesuai prosedur.

Pengawas atau Supervisor


Seorang yang diberikan hak dan wewenang dalam bertindak untuk mengawasi dan memberikan arahan. Beberapa tugas dan fungsi dari pengawas atau adalah: Menyelesaikan masalah yang muncul dalam perusahaan dengan sebaik mungkin tanpa terlebih dulu manager untuk turun tangan, Membantu tugas staff dibawahnya, Menampung setiap kritik, saran dan keluhan dari pelanggan yang disampaikan kepada staff untuk selanjutnya disampaikan kepada manager, Menghubungkan komunikasi antara Manager dan Staff.


Supervisor memiliki tugas wajib yaitu : Mengatur kelompok kerja kedalam divisi-divisi dibawah kewenangannya, Melaksanakan tugas, proyek, pekerjaan lain secara mandiri atau langsung, menyampaikan kebijakan yang telah dirancang dan disetujui sebelumnya oleh pejabat diatas kepada semua personel dibawahnya, Menegakan seluruh aturan perusahaan dan memberikan training maupun tugas kepada subordinatnya.

Asisten Kepala Gerai atau Assistant Chief of Store (ACOS)

Tenaga Kerja yang membantu kepala gerai dalam pelaksanaan operasional gerai sehari-hari yang berupa menerima pendelegasian dari kepala gerai tetapi tanggung jawab tetap kepada kepala gerai. Tanggung jawab dan tugas asisten kepala gerai adalah membantu kepala gerai dengan rincian : Koordinasi pemajangan atau display barang dagangan  sesuai dengan standar prosedur, Koordinasi dan memastikan sarana promosi terpasang, Koordinasi penerimaan barang dagangan dari kantor dan Supplier, Menggantikan kepala gerai apabila sedang tidak berangkat.

Pramuniaga



Tenaga Kerja yang membantu terlaksanakannya program operasional kerja toko harian yang tugasnya adalah : memberikan pelayanan untuk pelanggan, menyiapkan fasilitas kerja yang diperlukan, melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang tidak hilang, menerima barang, memeriksa barang saat datang ke gerai. Menampilkan barang yang akan dijual dan pemenuhan dari gudang ke gerai penjualan, informasi tentang program gerai, penawaran, kontrol terhadap perubahan harga dan distribusi promosi.

Kasir


Tenaga Kerja yang menerima uang pembayaran atas pembelian dari pelanggan dan menyerahkannya. Tugas kasir adalah : Memberikan pelayanan untuk pelanggan, menyiapkan fasilitas kerja yang diperlukan, melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang tidak hilang, menerima barang, memeriksa barang saat datang ke gerai. Menampilkan barang yang akan dijual dan pemenuhan dari gudang ke gerai penjualan, informasi tentang program gerai, penawaran, kontrol terhadap perubahan harga dan distribusi promosi.
Ketentuan Perjanjian Kerja yang memuat klausula nota barang hilang (NBH) sebagai pengganti upah di gerai ritel Alfamart.
Bentuk Perjanjian Kerja pada Alfamart
Dalam pelaksanaan kegiatan Alfamart menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap para Tenaga Kerja yang bekerja pada minimarket Alfamart tersebut. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam Pasal 59 ayat (1)  Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu juga didasarkan suatu pekerjaan tertentu yang pelaksanannya selesai dalam jangka waktu tertentu berdasarkan dari jenis pekerjaannya.” Alfamart dengan Tenaga Kerjannya memakai perjanjian keja waktu tertentu yang artinya jika perjanjian tersebut dibuat maka terikatlah kedua belah pihak didalam Perjanjian Kerja.

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka Alfamart maupun Tenaga Kerja bisa dipertanggung jawabkan berdasar perbuatan melawan hukum.  Penyusunan perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan Alfamart dibuat formal atau dibuat oleh perusahaan dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-sama dengan pekerja kontrak dimana sudah tercantum dan kewajiban pekerja sehingga Tenaga Kerja hanya perlu mengisi : Identitas para pihak, tanggal pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu dan, tanda tangan dan nama kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu.

Format perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan Alfamart adalah : Tanggal pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan, Identitas pengusaha (pihak 1) berisi nama, jabatan, atau jenis pekerjaan yang akan diperoleh beserta alamat dari pekerja, Identitas pekerja (pihak 2) berisi nama, jabatan atau jenis pekerjaan yang akan diperoleh beserta alamat dari pekerja, Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, dalam poin ini menyatakan bahwa kontrak perjanjian berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, Ketentuan aturan kerja, dalam poin ini menyatakan bahwa pihak kedua bersedia menerima sanksi apabila selama masa kontrak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan perusahaan dan siap untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan, Jenis pekerjaan, berisi nama jabatan atau jenis pekerjaan bagi pihak kedua yang dalam hal ini adalah pekerja atau karyawan, Ketentuan tugas, dalam poin ini menyatakan bahwa pihak kedua bersedia mematuhi segala bentuk ketentuan peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal ini berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Hak-hak dan perlindungan pekerja sebagai pihak kedua berisi tentang ketentuan upah, pemberian seragam kerja, jaminan kesehatan, pengikutsertaan dalam program jamsostek, Penutup, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki nilai hukum yang sama


Perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: 

“1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) Kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) Ada pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus mencapai suatu kesepakatan antara para pihak yaitu pihak Minimarket Alfamart dengan Tenaga Kerja. Dari Kesepakatan tersebut para pihak merupakan subjek hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehinga tercipta hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak di dalam perjanjian kerja di Minimarket Alfamart. Adapun hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 


Hak dari pihak Tenaga Kerja yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasila yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” , Pasal 79 ayat (1) : “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.” , Pasal 86 ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja, b) Moral dan kesusilaan, c) Perlakuan yang sesuai dengan harkan dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” , Pasal 104 ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.” , Pasal 6 : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” , Pasal 99 ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial Tenaga Kerja.”. Sedangkan Kewajiban Tenaga Kerja yang Tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) :

 “Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluargannya.” , Pasal 126 ayat (1) :“Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.”, Pasal 126 ayat (2) : “pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.” , Pasal 136 ayat (1) : “Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.”. 

Hak dari pihak  Alfamart yang tercantum dalam Pasal 150 : “Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempuyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”. 
Kewajiban Minimarket Alfamart yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) : “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur” , Pasal 77 ayat (1) : “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.” , Pasal 79 ayat (1) : “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.” , Pasal 80 : “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.” , Pasal 108 ayat (1) : “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”, Pasal 148 ayat (1) : “Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan.” , Pasal 91 ayat (1) : “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 


Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : “1. Kesepakatan kedua belah pihak 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan 4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” atas dasar dari perjanjian kerja yang sudah disepakati maka munculah hubungan kerja, hubungan kerja yang terjadi berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 : “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” 

Jenis dan Syarat sah perjanjian kerja yang memuat klausula NBH
Perjanjian kerja Alfamart dengan Pekerja menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berisikan Kesepakatan Kerja, Tahap Penetapan Gaji, Berakhirnya masa kerja harian, dan pemberhentian masa kerja, berikut penjelasan tentang syarat sah perjanjian kerja Alfamart dan klausula yang memuat NBH.
Kesepakatan Kerja

Kesepakatan kerja antara Alfamart dengan Tenaga Kerja merupakan tahap awal untuk melaksanakan suatu transaksi, sesudah perjanjian kerja dilakukan atau disepakati antar dua belak pihak terkait, pihak pertama melakukan penjelasan atau penjabaran terlebih dulu untuk menghasilkan kata sepakat, baik penjelasan terhadap masa kontrak maupun ketetapan upah bagi Tenaga Kerja yang wajib dibayarkan. Tahapan dilaksanakan demi mendapatkan kepastian hukum ditujukan untuk mengurangi kemungkinan hal yang tidak diinginkan semisal jika perjanjian kontrak tengah berlangsung terjadi perubahan upah untuk Tenaga Kerja atau pemberhentian Perjanjian Kerja yang dilakukan secara sepihak dan lain-lain. Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Alfamart Banmati dan Tenaga Kerjanya dilakukan secara tertulis, Alfamart Banmati Kabupaten Sukoharjo mengikuti UMK Kabupaten Sukoharjo yakni sebesar Rp 1.998.153,18

Tahap Penetapan Gaji

Penetapan gaji atau upah dilakukan setelah terjadinya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak terkait. Di dalam sistem pernyewaan Tenaga Kerja ini penetapan gaji yang diberlakukan oleh pihak perusahaan untuk pihak Tenaga Kerja sebesar Rp 1.986.450,00. Berdasarkan penuturan dari Supervisor terkait upah yang diterima oleh para Tenaga Kerja atas pekerjaan yang telah dilakukan di Alfamart Banmati. Untuk kepala gerai selain mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1.986.450,00 juga mendapatkan tambahan sebesar Rp 200.000,00. Sedangkan pekerja lainnya baik asisten kepala gerai, pramuniaga dan kasir hanya mendapatkan gaji UMK Sukoharjo yaitu sebesar Rp 1.998.153,18

Berakhirnya Masa Bekerja Harian

Pekerjaan harian di gerai Alfamart Banmati shift pertama berakhir pada pukul 15.00 WIB sedangkan shift kedua pukul 23.00 WIB. Pemberlakuan masa kerja di gerai Alfamart Banmati telah sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (1) yaitu : “7 (tujuh) jam 1 (hari) dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, Atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) dalam 1 (minggu) untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.” Sehingga pemberlakuan masa kerja harian di Alfamart Banmati telah sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam  Pasal tersebut.

Pemberhentian Masa Kerja

Berdasarkan penuturan oleh narasumber, Perjanjian Kerja yang diberlakukan dalam Alfamart Banmati adalah selama satu tahun. Apakah masa Perjanjian Kerja selama satu tahun diperpanjang atau tidak, keputusan tersebut disampaikan ke supervisor. Jika dalam setahun Perjanjian Kerja Tenaga Kerja dipandang telah melaksanakan pekerjaan secara baik dan disiplin maka bisa dipertimbangkan oleh kepala gerai yang kemudian ditindaklanjuti oleh supervisor. Penulis menyimpulkan bahwa sistem Perjanjian Kerja Tenaga Kerja di Alfamart Banmati adalah bentuk Perjanjian Kerja yang dilakukan antara perusahaan dan pekerja melakukan kesepakatan secara tertulis. Jika Perjanjian Kerja selama satu tahun telah diselesaikan dan tidak ada perpanjangan atau diangkat jabatannya, maka masa kerjanya telah selesai. Tetapi jika masa Perjanjian Kerja selama setahun sudah terselesaikan dan diangkat sebagai Tenaga Kerja maka Tenaga Kerja yang telah selesai Perjanjian Kerjanya tersebut tetap bekerja. Untuk berakhirnya masa kerja. Apabila pekerja mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerjanya selesai maka sepenuhnya diserahkan kepada Supervisor.

Muatan klausula NBH
Dalam surat perjanjian kerja Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perusahaan akan memberikan porsi pemotongan upah bagi masing-masing karyawan yang telah ditentukan besarannya apabila barang di toko ditemukan banyak Nota Barang Hilang (NBH) yang akan dipotong langsung tiap bulan secara otomatis setiap penerimaan upah yang diterima karyawan” Atas dasar itulah perusahaan melakukan pemotongan gaji Pekerja, jika terdapat kerusakan atau hilangnya barang perusahaan. 

Sistem Pemotongan Gaji Tenaga Kerja Akibat Klausula Nbh Sebagai Pengganti Upah dan Beban Pekerja


Nota Barang Hilang adalah klausula yang muncul sebagai beban atas kehilangan hilang barang di gerai yang terakumulasi setelah dilakukannya "Stock Opname" yaitu penentuan selisih stok barang yang dijual dengan stok yang ada di dalam sistem atau komputer. Jika terjadi selisih kurang atau minus, baik disebabkan oleh pencuri atau kelalaian dari pekerja, pihak perusahaan tidak mau tau dan memberikan beban selisih dari minus barang tersebut yang di kurangi dari gaji pekerja setelah adanya "Batas Toleransi Kehilangan" yang diberikan perusahaan kepada gerai. Batas toleransi NBH sebesar Rp500.000,00.
 Sebagai contoh dalam bulan Desember Rp2.000.000,00 adalah total minus selisih NBH dan dipotong Rp500.000,00 sehingga total denda potongan gaji akibat dari NBH sebesar Rp1.500.000,00 dan berdasarkan pembagian adalah : Kepala gerai sebesar Rp450.000,00 , Asisten Kepala gerai dikarenakan ada dua orang menjadi Rp600.000,00 (Rp 300.000,00 x 2), untuk kasir dan pramuniaga sebesar Rp450.000,00 (Rp150.000,00 x 3). 

Setelah besaran selisih NBH diketahui, lalu secara otomatis upah atau gaji yang diterima akan otomatis terpotong sebesar selisih NBH yang dibebankan seperti perhitungan diatas sesuai dengan jabatan Pekerja gerai. Dengan demikian seterusnya akan sama apabila terjadi minus selisih NBH. Pihak perusahaan tidak mau tau apapun alasannya.


Alfamart Banmati sudah pernah beberapa kali terjadi kehilangan barang perusahaan, meskipun tidak setiap bulannya selalu ada barang yang hilang, dalam prakteknya dilapangan, biasanya terdapat dua skema penggantian yaitu jika terdapat minus pendapatan saat penggantian shift atau penutupan toko yang disebabkan kelalaian dalam transaksi jual beli, yaitu barang yang terjual tidak sesuai dengan pendapatan maka kerugian langsung diganti pada hari itu juga oleh petugas kasir yang berjaga pada saat itu, tapi jika terjadi kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan maka gaji Pekerja akan otomatis terpotong, karena pada proses transaksi di Alfamart menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke server di kantor pusat Alfamart. Dari data itulah maka di akhir bulan akan langsung diketahui apakah terdapat barang yang hilang atau tidak.
Tanggung Gugat Akibat NBH

Pendapat Peter Mahmud Marzuki tersebut, lebih menekankan bahwa tanggung gugat itu disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli hukum perdata di awal abad ke-20 seperti J.H. Nieuwenhuis. 


Metode penyelesaian pertama jika ada perselisihan yang menyangkut kerugian dari pihak Pekerja adalah Mediasi, Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi mengutamakan penyelesaian musyawarah untuk mufakat, apabila dalam perundingan tersebut dicapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator dan di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta bukti pendaftaran dari perselisihan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan bahwa: 

“Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan” .

Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh mediator di masing-masing Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan berwenang untuk melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 8 bahwa “penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota”.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Ritel Akibat Klausula Nota Barang Hilang
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Ritel
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajiblah memberikan perlindungan atas pengupahan bagi Pekerja agar tercapai penghidupan yang layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” 
Perusahaan apabila melanggar peraturan yang ada atau memberikan sanksi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbul sanksi administratif bagi perusahaan yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

 “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat.(4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.”


Pengupahan termasuk aspek penting dalam perlindungan Pekerja atau buruh, hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni "Bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."  
 
Akibat dari klausula Nota Barang Hilang

Nota Barang Hilang merupakan suatu klausula yang muncul setelah Stock Opname yakni penghitungan pendapatan suatu gerai dari hasil penjualan barang. Banyak pihak Pekerja merasa dirugikan karena mereka tidak melakukan pencurian atau menghilangkan barang yang berakibat minus selisih NBH dan gaji mereka dipotong secara otomatis akibat dari minus NBH yang timbul, banyak pencuri tidak bertanggung jawab secara diam diam mencuri barang di gerai toko walaupun terlihat oleh cctv akan tetapi karena didalam kontrak perusahaan tidak mau tau, penulis melakukan wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa sebulan ia bisa kehilangan sampai Rp500.000,00 akibat dari denda NBH yang dijatuhkan. Salah satu Pekerja Alfamart tersebut, yang tidak ingin namanya disebutkan menuturkan pada saat penulis melakukan wawancara:

“Seingat saya banyak pegawai yang baru sebulan resign ya karena baru tau ada NBH. Itu dan gajinya dipotong banyak mas sehari itu saya bisa dipotong dari 20 sampai 30 ribu karena saya masih jadi pramuniaga dan kasir, kalo udah Acos atau Cos bisa lebih. Bayangin aja mas sebulan ya saya pernah hampir 500 ribu potongan gaji saya” 

“Ada tiga faktor yang membuat sering terjadi kehilangan barang di Alfamart ataupun Indomart, yaitu: Eksternal, Internal dan Permainan. Faktor internal contohnya kesalahan kasir dalam mengecek barang sebelum menyerahkan ke pembeli. Kadang, bisa juga karena barang yang tidak kena scan barcode-nya sehingga kelupaan didata. Faktor eksternal contohnya ada pembeli yang mencuri barang. Faktor permainan biasanya dari supplier yang sengaja ngirim barang tapi tidak sesuai jumlah yang seharusnya diberikan. Dan sialnya, kami selalu percaya-percaya aja karena barang yang dikirim banyak, jadi diceklis-ceklis aja datanya, tidak kami hitung barangnya.” 

 Dalam kurun waktu dua bulan sekali, Alfamart pusat melakukan audit yakni perhitungan data yang ada di pusat dengan kenyataan barang yang ada di toko, jika ada barang hilang sudah pasti akan ketahuan oleh auditor internal dari perusahaan Alfamart maka para karyawan diwajibkan untuk mengganti selisih nominal kerugian yang timbul. 

Solusi Atas Perlindungan Pekerja Ritel Terhadap Denda dari Nota Barang Hilang

 Berdasar Pasal 95 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : “Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.” 
. Besaran denda harus tercantum dalam kesepakatan seandainya perusahaan tidak mengatur tentang besaran denda atau potongan upah di dalam perjanjian ataupun aturan perusahaan maka tindakan pemotongan upah dinyatakan tidak sah hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan : “Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan pengunaan uang denda diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”

Mekanisme efektif dalam ketenagakerjaan adalah pengawasan, penegakan hukum dan penerapan segala regulasi dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban segala pihak Pekerja maupun Perusahaan itu sendiri dan menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan produktivitas haruslah disertai dengan pengawasan agar tercapai suatu keselarasan dan kemakmuran dalam melakukan usaha. Pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan didasarkan pada pokok-pokok yang tercantum dalam  Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce atau konvensi ILO mengenai ketenagakerjaan didalam penjelasan konvensi. Penegakan hukum dinilai penting karena dapat diartikan penciptaan hukum positif.
 Ketika suatu masalah hukum ketenagakerjaan muncul, hakim yang mengadilinya tidak hanya mengambil keputusan atas dasar kesepakatan semata yang berdasar dari kebebasan berkontrak dan konsensus, tetapi harus mempertimbangkan kesinambungan semua asas yang terkandung dalam kontrak demi mewujudkan perlindungan dan keadilan yang utuh dari pihak Pekerja.

Pemotongan upah secara sepihak haruslah dibicarakan dengan dua pihak dalam perjanjian tersebut karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyebutkan bahwa “Diselesaikan secara musyawarah” dimana kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat yang adil dan tidak membebankan salah satu pihak. Denda tidak boleh menjadi keuntungan sendiri bagi perusahaan atau bagi siapapun yang diberi kuasa oleh perusahaan untuk menjatuhkan denda kepada Pekerja. Perusahaan dibolehkan menggunakan uang denda untuk kesejahteraan Pekerja dan untuk kepentingannya. 
BAB IV

PENUTUP


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penelitian mengenai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail Terhadap Perjanjian Kerja yang Memuat Klausula Nota Barang Hilang dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan ini, dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut.

Simpulan
Ketentuan Perjanjian Kerja yang memuat klausula nota barang hilang (NBH) sebagai penganti upah di gerai ritel Alfamart tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kertenagakerjaan. Permotongan nota barang hilang bertentang dengan Pasal 90 ayat (1) yakni perusahaan tidak boleh membayar upah kurang dari upah minimum dan jika melanggar pasal tersebut bisa dikenakan sanksi pidana dalam pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja yang digunakan di Alfamart yaitu memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan tertulis, Perjanjian kerja yang dalam rincian dua shift yakni pada pukul 06.00-15.00 dan 15.00-23.00, Penetapan gaji sebesar UMK Sukoharjo yakni Rp1.998.153,18 yang diberikan pada setiap bulannya, Pemotongan gaji jika timbul selisih minus Nota Barang Hilang maka secara otomatis gaji karyawan akan terpotong apabila melebihi batas toleransi dari perusahaan Alfamart yakni sebesar Rp500.000,00
Klausula pemotongan upah akibat Nota Barang Hilang (NBH) tidak memberikan Perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan.  Klausula Nota Barang Hilang harus terlebih dahulu di atur tentang kewajiban audit secara eksternal, agar dapat dikethui apakah nota barang hilang benar benar atas kesalahan pekerja atau kesalahan loading barang oleh managemen Alfamart. Perusahaan Alfamart dinilai melanggar Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang dimana perusahaan dilarang membayar upah kepada Pekerja dibawah upah minimum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi berupa pidana denda maupun penjara yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. Selain itu Alfamart juga mengabaikan asas kepatutan dalam suatu perjanjian secara umum karena meniadakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum sehingga perlu diketahui oleh para Pekerja yang bekerja dalam perusahaan Alfamart bahwa perjanjian di dalam kontrak kerja yang sudah ditandatangani dapat dibatalkan di muka pengadilan.
Saran
Untuk menanggulangi adanya barang hilang yang disebabkan oleh pihak selain Pekerja seharusnya Alfamart sebelum menyelenggarakan Stock Opname, penulis menyarankan perusahaan untuk menyelenggarakan Audit Persediaan dari eksternal yaitu audit dari akuntan publik yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan atau stok barang yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. 

Penulis menyarankan agar pihak perusahaan Alfamart untuk memperketat pengawasan input maupun output Pekerja, stok barang atau lainnya. Perusahaan bisa mempekerjakan pengawas atau security dalam pengawasan barang sehingga meminimalisir kejadian pencurian dari pihak luar alfamart maupun karyawan itu sendiri.
Perusahaan Alfamart agar memperhatikan hak-hak Pekerja terkhusus pemotongan upah dan menerima resiko bahwa kehilangan yang bukan dikarenakan Pekerja merupakan resiko menjalankan perusahaan ritel.
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